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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 2.11/ xxxx /20xx

TENTANG
TIM PANITIA PENGHAPUSAN 
BARANG MILIK NEGARA
DI BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN 20xx



Menimbang	:	a.	Bahwa Barang Milik Negara (BMN) Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari yang secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, tidak layak dan tidak ekonomis lagi untuk diperbaiki dan sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi sehingga perlu dihapuskan dari daftar inventaris;
b.	Bahwa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari;
c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Tim Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 20xx. 


Mengingat	:	1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
		2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
		4.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;


				6. Peraturan . . . . .
		6.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
		7.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang Di Kementerian Ketenagakerjaan;
		8.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja.

M E M U T U S K A N
Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG TIM PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TAHUN 20xx.
KESATU	:	Membentuk Tim Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 20xx yang selanjutnya disebut Tim Panitia Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA	:	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai kewajiban:
		a.	Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus :
			1) menginventarisir, meneliti barang yang  akan dihapus;
			2) menilai kondisi fisik barang yang akan dihapuskan;
			3) membuat berita acara pemeriksaan/penilaian/keputusan,
		b.	Menyusun rencana penghapusan dan menyelesaikan kelengkapan adminisratif usul penghapusan;
		c.	Mengajukan usulan penghapusan kepada Unit Pengguna Barang (UPB) untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang;
		d.	Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan;
		e.	Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;
		f.	Laporan hasil tindak lanjut penghapusan harus disampaikan oleh Tim Panitia penghapusan kepada pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Penjualan Dan Lelang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan.

				KETIGA . . . . . 
KETIGA	:	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 20xx;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal xx xxxx 20xx, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maupun perubahan keanggotaan panitia dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan 	:	di Kendari
Pada Tanggal	:	xx xxxx 20xx


	Kepala,




	xxxx	
	NIP. xxxx xxxx xxxx
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	Lampiran I
	:
	Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

	
	
	Nomor
	:
	2.11/ xxxx /20xx

	
	
	Tanggal
	:
	xx xxxx 20xx

	
	
	Tentang
	:
	Tim Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Di  Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 20xx




SUSUNAN KEANGGOTAAN

	
NO.
	
N  A M A
	
JABATAN
	
KEDUDUKAN DALAM TIM

	1.
	xxxx
	xxxx
	Penanggung Jawab

	2.
	xxxx
	xxxx
	Ketua

	3.
	xxxx
	xxxx
	Sekretaris

	4.
	xxxx
	xxxx
	Anggota




	Kepala,




	xxxx
	NIP. xxxx xxxx xxxx






image1.png
‘.
.),.’s.

KEMNAKER




